BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang :

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI KAIMANA

. bahwa sehubungan dengan merebaknya wabah Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, diperlukan
adanya respon tanggap dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Kaimana untuk melindungi kesehatan dan keselamatan
jiwa;

. bahwa melaksanakan ketentuan Keputusan Bersama

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor
119/2813/SJ dan Nomor 177/KK.07/2020 tentang
Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat Dan Perekonomian Nasional,

. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Danan Desa
tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penangan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, b dan ¢ perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun
2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);



2.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 135), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi papua menjadi Undang-
Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2884);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong
Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan
Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten  Tolikara,
Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven
Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni,
Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 129).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia 5234);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
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20.
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Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 5587)sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-
Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota -
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar Penerapan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan
Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Wrus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020
tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor
177 /KK.07 /2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta
Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian
Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Danan
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33.
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36.

Menetapkan

Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan
dan/Atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kaimana (lembaran Daerah Kabupaten Kaimana
Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 14 Tahun 2019
tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daeran Tahun
2020.

Peraturan Bupati Kaimana 18 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun
2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
49 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kaimana 18 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
diubah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Sebagai Berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.043.534.129.311,-

2. Belanja Daerah Rp. 1.107.860.565.070,-
(-)

Defisit Rp. 64.326.435.759,-

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Rp. 64.326.435.759,-

b. Pengeluaran Rp. 0,-
)

Pembiayaan Netto Rp. 64.326.435.759,-

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan bupati ini



4. Ketentuan Lampiran Il diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan bupati ini

Pasal 2

Peraturan Bupati Kaimana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah.

di Kaimana
1 11 Mei 2020

Ditetapkan
Pada tangg

Diundangkan di Kaimana
Pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETA DAERAH

‘v/

RITA TEURUPUN, S.Sos
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196011201980022001

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020 NOMOR 292



LampiranI  Perubahan Penjabaran APBD

Nomor  : XM Tahun 2020
Tanggal 11 Mei 2020
PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020
URATIAN JUMLAH
1 ' 2 3

1 PENDAPATAN 1.043.534.129.311,00
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28.330.987.468,00

Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah

SHWwN =

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
DANA PERIMBANGAN

o | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
.3 Dana Alokasi Khusus

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
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.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

O N U A=

Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai
wd Belanja Barang dan Jasa
.3 Belanja Modal
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3 PEMBIAYAAN DAERAH
31 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

23 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

SURPLUS / (DEFISIT)

PEMBIAYAAN NETTO

/
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN /

5.526.240.000,00
7.709.335.000,00
1.727.900.241,00
13.367.512.227,00

673.729.829.000,00

40.494.836.000,00
574.547.299.000,00
58.687.694.000,00

341.473.312.843,00

11.061.400.000,00
6.000.118.456,00
324.411.794.387,00

1.107.860.565.070,00

633.462.539.379,00

236.799.311.381,00
89.362.590.940,00
28.173.908.564,00
164.123.935.300,00
115.002.793.194,00

474.398.025.691,00

87.567.390.760,00
186.502.413.651,00
200.328.221.280,00

(64.326.435.759,00)

64.326.435.759,00
64.326.435.759,00

64.326.435.759,00

0,00

RINGKASAN PENJABARAN APBD

Halaman 1




